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[bookmark: _Toc199782225]2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum dengan tujuan untuk menjamin hak-hak warga negara, memberikan rasa aman, dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah Upaya yang dilakukan melalui perangkat hukum untuk melindungan hak-hak seseorang dari Tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan. 
Adapun ciri-ciri perlindungan hukum menurut teori Rahardjo yaitu: 
1. Adanya aturan yang melindungi hak-hak individu
1. Adanya penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut
1. Tersedianya sanksi bagi pelanggar hukum
[bookmark: _Toc199782226]2.1.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009



Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertip,dan efesien. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, terrmasuk keselamatan berkendara, pengaturan lalu lintas, tanggung jawab pengguna jalan, dan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai kewajiban pengendara, seperti memiliki surat ijin mengemudi (SIM) yang sah,mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta penggunaan perlengkapan keamanan seperti helm dan sebuk 
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pengaman. Selain itu, undang-undang ini meberikan kerangka kerja bagi pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pengadilan lalu lintas, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat dalam  berlalu lintas.
[bookmark: _Toc199782227]2.1.3 Kesadaran Pengendara
Kesadaran pengendara merupakan sikap dan perilaku yang menujukkan kepatuhan terhadap aturan lalu  lintas. Kesadaran ini sangat penting untuk mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan lingkungan berkendara yang aman. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengendara antara lain Pendidikan, pengalaman berkendara, serta pemahaman terhadap resiko yang ada dijalan raya. Namun kesadaran Masyarakat dalam  lalu lintas sangatlah minim, meskipun dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di jalan raya sudah ada berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Menurut Reasoned Acttion (Ajzen & Fishbean, 1980), perilaku manusia,termasuk dalam kontesk berlalu lintas, dipengaruhi oleh niat (intention), yang terbentuk dari sikap individu terhadap perilaku tersebut dan norma sosial yang berlaku. Artinya, kesadaran berlalu lintas dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pengawasan, dan pembentukan budaya tertib di Masyarakat.    
[bookmark: _Toc199782228]2.1.3 Defenisi Hukum Dalam Berlalu Lintas
Defenisi berlalu lintas menurut UU lalu lintas angkutan jalan 2009 N0 22 yakni lalu lintas ialah pergerakan kendaraan dan manusia di ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas jalan adalahh prasarana untuk bergerak serta berpindah bagi kendaraan, apapun barang dengan fasilitas pendukung. Sedangkan pendapat lalu lintas adalah apapun yang berkaitan dengan sarana jalan umum sebagai sarana pokok yang memiliki tujuan. Lalu lintas juga didefinisikan sebagai keterkaitan manusia yang disertai atau tidak disertai dengan alat untuk berpindah tempat melalui penggunaan jalan raya. (Nurfauziah & Krisnasari, 2021). 
Defenisi lalu lintas juga didefinisikan bahwasanya pelanggaran lalu lintas ialah sebuah perbuatan yang dilaksanakan seseorang yang mengedarai kendaraan umum maupun bermotor termasuk penjalan kaki yang berlawanan dengan Undang-Undang  lalu lintas (Sarry & Widodoh, 2017) 
Berdasarkan berbagai pendapat dapat disimpiulkan bahwa lalu lintas ialah perjalanan dari satu tempat  ke tempat yang lain, khususnya di jalan raya, perihal tersebut mencakup pergerakan orang, kendaraan, atau barang ataupun tanpa penggunaan trasportasi. 
Kesadaran berlalu lintas mengacu pada pemahaman, sikap, dan perilaku individu dalam mengetahui aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan diri dan orang lain. Referensi terkait, kesadaran berlalu lintas melibatkan tiga aspek: 
1. Kognitif : pemahaman terhadap peraturan dan rambu lalu lintas
1. Efektif : komitmen untuk mematuhi aturan demi keselamatan bersama. 
1. Psikomotorik : aksi nyata dalam berlalu lintas, seperti berhenti di lampu merah , tidak melanggar mareka jalan, dan menggunakan alat keselamatan berkendara.
Kesadaran berlalu lintas sengat pentimg untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan data korlantas  polri tahun 2023, Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran aturan oleh pengendara. 
[bookmark: _Toc199782229]2.1.4 Perlindungan Hukum Dalam Berlalu Lintas
Perlindungan hukum adalah serangkain aturan dan ketentuan yang dibuat untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para pengguna jalan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.,dan memastikan hak-hak pengendara serta pejalan kaki. Dalam konteks lalu lintas, pelindungan hukum bertujuan: 
1. Menjamin keselamatan pengguna jalan 
1. Memberikan sanksi kepada pelanggar aturan 
1. Meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk berlalu lintas sesuai peraturan
Dengan adanya perlindungan hukum dalam berlalu lintas maka adanya Upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menciptakan lingkungan berkendara aman dan tertib. Dengan adanya hukum yang jelas dan penegakan yang konsisten, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakan dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan Masyarakat terhadap arutan lalu lintas. 
[bookmark: _Toc199782230]2.1.5 Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Konteks PJKR 
Dalam jurusan pjkr Pendidikan jasmani, Kesehatan, dan rekreasi (PJKR) diintegrasikan sebagai bagian dari program pembelajaran yang bertujuan untuk membangun karakter dan budaya keselamatan. Pendidikan berlalu lintas bertujuan untuk: 
1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas 
1. Membentuk sikap displin dan bertangung jawab dalam menggunakan jalan raya
1. Menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan yang dapat menyosialisasikan pentingnya keselamatan berlalu lintas kepada Masyarakat, khususnya siswa sekolah. 
 
[bookmark: _Toc199782231]2.2 Penelitan Yang Relevan 
Hasil penelitian yang berjudul: analisis perlindungan hukum terhadap kesadaran pengendara dalam berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang No 22 tahun 2009 di jurusan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakt indinesia. 
Penelitian ini berkaitan dengan tingkat pemahaman Masyarakat terhadap aturan hukum berlalu lintas, khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.  Defenisi hukum dalam konteks beralu lintas, kesadaran hukum adalah  sejauh mana pengendara memahami hak dan kewajiban di jalan raya, serta mengenal sanksi atas pelanggaran. 
1. Pengetahuan Masyarakat tentang aturan seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, rambu lalu lintas, dan tata cara berkendara yang aman 
1. Tingkat kepatuhan terhadap aturan, misalnya dalam mengikuti lampu lalu lintas atau mematuhi batas kecepatan 
Penelitian oleh Andriani (2021). Meneliti tentang pengaruh Pendidikan lalu lintas terhadap perilaku pengendara. Penelitian ini menujukkan bahwa Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas.
Penelitian oleh Lestari (2022), membahas peran media dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas, penelitian ini menujukkan bahwa kampenye melalui media sosial efektif dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran Masyarakat. 

[bookmark: _Toc199782232]2.3 Kerangka Berfikir Penelitian
Menurut Kerlinger (1986), kerangka berpikir adalah model konseptual dari bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai bagian penting dari masalah penelitian , kerangka berpikir membantu peneliti mengidentifikasikan hubungan antara variabel independan dan dependen, serta variabel-variabel perantara yang mungkin mempengaruhi hubungan tersebut. 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
[bookmark: _Toc199782233]2.4 Hipotesis 
Menurut Sugiyono (2017:95) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara  karena jawaban yang diberikannya berdasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: mahasiswa jurusan pjkr upmi telah taat terhadap aturan berlalu lintas menurut undamg-undang nomosr 22 tahun 2009.
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